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ABSTRAK 

 
Skripsi ini mengkaji mengenai “Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus 
Perkara Yang Bersifat Ultra Petita Dalam Putusan Nomor 
169/Pid.Sus/2021/PN LHT”. Ultra Petita merupakan putusan Hakim yang 
memutuskan di luar dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, adapun yang 
melatarbelakangi atas penulisan skripsi ini adalah putusan Ultra Petita yang 
bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa 
musyawarah Hakim dalam putusan nya harus berdasarkan atas surat dakwaan dan 
segala yang telah terbukti di dalam persidangan serta dalam aturan Pasal 183 
KUHAP menyatakan bahwa Hakim dalam memutus perkara berdasarkan atas 
minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinan. Temuan penulis bahwa Hakim 
mempunyai kebebasan dalam memutus perkara yang sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009. Permasalahan yang digunakan untuk skripsi ini 
yakni Menganalisis Ratio Decidendi dan Pembuktian Hakim sehingga 
memutuskan perkara yang bersifat Ultra Petita. Skripsi ini menggunakan jenis 
penelitian hukum normatif yang didukung dengan dengan data empiris berupa 
wawancara, dimana Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan atas 
pertimbangan yuridis dan non yuridis. Adapun hasil pembahasan penelitian ini 
berupa Ratio Decidendi Hakim dalam memutus perkara yang bersifat Ultra Petita 
dan Pembuktian Hakim dalam memutus tindak pidana Narkotika.  
 
Kata Kunci : Tindak Pidana Narkotika, Ultra Petita 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Perkembangan Indonesia memunculkan berbagai kejahatan yang 

luar biasa, dimana kejahatan tersebut seringkali mengancam kehidupan 

masyarakat serta generasi baru yang harus dijamin oleh negara. Dalam 

beberapa tahun belakangan ini, salah satu kejahatan yang menjadi 

permasalahan luar biasa di Indonesia adalah kejahatan narkotika. 

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang sangat mempunyai 

dampak luar biasa terhadap kemanusiaan, terutama pada generasi muda di 

Indonesia.1 

  Tindak pidana narkotika merupakan salah satu dari tindak pidana 

yang sangat serius serta memerlukan penegakan dan mendapat perhatian 

serius dari penegak hukum, pemerintah, dan juga masyarakat. Pada 

dasarnya, tindak pidana narkotika dilakukan oleh suatu sindikat bersifat 

rahasia yang terorganisir dan mempunyai pengalaman dalam melakukan 

hal tersebut. Tindak pidana narkotika sendiri disebut dengan kejahatan 

transnasional karena kejahatan ini memanfaatkan kecanggihan teknologi 

dan kemudahan dalam transportasi untuk melancarkan pekerjaan sehingga 

dapat dilakukan dimanapun serta kapanpun. Oleh karena itu, tingginya 

kejahatan narkotika ini menimbulkan peraturan tersendiri dalam hukum 

 
1 Ryan Jent Pratama dan Afrianto Sagita, “Kesalahan Penerapan Hukum Dalam 

Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan 
Nomor 2200 K/PID.SUS/2017)”, Jurnal Lex Certa, (2019), hlm. 69. 
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pidana di Indonesia yang menyebabkan pemerintah membuat serta 

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

yang selanjutnya disingkat dengan Undang Undang Narkotika.2  

  Di dalam pengaturan nya, Narkotika adalah sebagai zat atau obat 

yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun 

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, 

dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009.3  

  Pembentukan dari Undang-Undang Narkotika sendiri mempunyai 

beberapa tujuan yakni salah satunya sebagai bentuk perlindungan, 

pencegahan, serta penyelamatan bagi masyarakat Indonesia dan 

pemberantasan peredaran gelap dari narkotika itu sendiri. Ketentuan atau 

pengaturan mengenai pidana dari narkotika berupa bentuk serta sanksi 

pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika telah diatur 

dalam Undang Undang Narkotika yakni tercantum lebih dari 30 Pasal, 

yakni Pasal 114 sampai dengan Pasal 142 Undang-Undang Narkotika yang 

 
2 Wijayanti Puspita Dewi, “Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika 

Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika”, Jurnal Hukum Magnum Opus, (Februari 2019), hlm 55-56. 

3 Indonesia, Undang-Undang Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 
2009, TLN No. 5062, Ps. 1. 
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mana dalam Undang-Undang Narkotika sendiri mempunyai 155 Pasal 

secara keseluruhan.4  

  Jika dilihat secara yuridis, penggunaan narkotika itu sendiri hanya 

dapat digunakan dengan tujuan pengembangan dalam ilmu pengetahuan 

serta pelayanan kesehatan, namun dalam kenyataannya di lapangan, 

narkotika seringkali disalahgunakan penggunaannya. Pada dasarnya, salah 

satu tujuan dalam kebijakan pemerintah dalam menggunakan narkotika di 

bidang kesehatan yakni meningkatkan derajat kesehatan dengan kata lain 

bahwa dalam bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan 

berupaya mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu dan 

melakukan upaya pencegahan serta pemberatan dalam penyalahgunaan 

narkotika dan yang utama dalam peredaran gelap yang dapat 

membahayakan masyarakat.5 

  Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sampai saat ini pun 

sangat membahayakan serta memprihatinkan seluruh aspek kehidupan di 

Indonesia. Berdasarkan data dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, jika 

dilihat dari data ungkap kasus berdasarkan Lembaga Pemasyarakatan  dan 

Tersangka, jumlah kasus Narkotika tahun 2019 terdapat 1.599 Lembaga 

Pemasyarakatan dan 2.071 Tersangka, tahun 2020 terdapat 1.851 Lembaga 

Pemasyarakatan dan 2.370 Tersangka, dan tahun 2021 terdapat 2.029 

 
4 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, ed 1 cet 5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 

hlm. 90. 
5 Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara 

Tindak Pidana Narkotika, Jurnal Of Criminal Law”, (Februari 2020), hlm. 126. 
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Lembaga Pemasyarakatan dan 2.658 Tersangka. Namun terdapat juga data 

berdasarkan barang bukti yakni terdapat Ganja, Shabu, dan juga Ekstasi.6 

  Dalam penegakannya, kendala seringkali terjadi di lapangan dalam 

memberantas penyalahgunaan narkotika yakni putusan hakim terhadap 

penyalahguna narkotika yang dirasa masih kurang tepat, yang dimana 

dalam hal ini seharusnya penyalahguna diberikan tindakan berupa 

rehabilitas, namun diberikan sanksi sebaliknya yakni berupa sanksi pidana. 

Dalam fakta tersebut membuktikan bahwa penyalahguna tersebut dapat 

melepaskan diri dari ketergantungan nya sendiri dengan diberikannya 

tindakan rehabilitasi, namun dikenakan sanksi penjara yang menyebabkan 

tidak adanya tindakan rehabilitas terutama bagi korban Penyalahgunaan 

Narkotika.7 Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian dalam unsur 

kesalahan sangatlah sulit dalam tindak pidana Narkotika, sehingga 

seringkali Jaksa Penuntut Umum dan Hakim secara diam menyimpangi 

atas asas kesalahan dalam hal pembuktian. Jaksa Penuntut Umum serta 

Hakim tidak jarang menggunakan sistem pertanggungjawaban pidana 

mutlak (strict liability). Praktik penegakan hukum dalam tindak pidana 

Narkotika ini jelas sangat menentang Undang-Undang, karena dalam hal 

ini Undang-Undang Narkotika menganut asas kesalahan.8 

 
6 Laporan Akhir Kuliah Kerja Lapangan yang merupakan Data Dari Direktorat Reserse 

Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Tahun 2019, 2020, dan 2021. Pemberi Data : 
KEPALA BAGIAN BINOPSNAL DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL P.S KASUBBAG 
MINOPSNAL, Bahan Hukum Diambil Pada 27 Juni 2022. 

7 Rahayu dan Monita, Pertimbangan Hakim, hlm. 127. 
8 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan 

dan Penerapan), ed 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 218. 
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  Ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dasar yang harus 

digunakan oleh Hakim dalam mengadili perkara yang diadili nya dalam 

persidangan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya akan disingkat dengan 

KUHP) menentukan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, 

kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana 

yang telah ada sebelumnya”. Setiap orang yang melakukan perbuatan 

pidana dimana dalam hal itu dilarang dan telah diatur di peraturan 

perundang-undangan, maka akan dijatuhi pidana sesuai dengan Undang-

Undang yang mengaturnya. Ketentuan minimum pidana khusus yang 

mana telah diatur dalam Undang-Undang yang terkait dengan tindak 

pidana merupakan batas minimal Hakim dalam menjatuhkan pidana atau 

vonis yang akan dijatuhkannya, dimana seorang Hakim tidak boleh 

menjatuhkan putusan dibawah ketentuan minimum yang terdapat di dalam 

Undang-Undang. Begitupun sebaliknya, ketentuan maksimum yang 

terdapat di dalam peraturan juga tidak boleh diputus oleh Hakim di atas 

ketentuan tersebut.9  

  Putusan Hakim merupakan puncak dari semua pemeriksaan 

perkara pidana di dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Putusan 

Hakim juga sebagai proses akhir dalam penegakan hukum dimana 

merupakan kegiatan yang paling problematis, dilematis, serta mempunyai 

tingkat kontroversi yang tinggi. Dalam setiap upaya untuk mencari, 

 
9 Dewi, Penjatuhan Pidana Penjara, hlm. 57. 
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menemukan, dan menerapkan hukum inilah yang sering menimbulkan rasa 

ketidakpuasan dari pihak yang bersengketa hingga di kalangan masyarakat 

itu sendiri. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana akan 

sangat menentukan apakah seorang Hakim bersikap adil atau tidak dan 

apakah putusan yang di vonisnya dapat dipertanggungjawabkan atau 

malah sebaliknya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Disamping dari 

putusan pengadilan yang telah dijatuhkan oleh Hakim, Hakim dalam 

menjatuhkan putusan pidana harus didasarkan dengan surat dakwaan yang 

telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada terdakwa, yang dimana 

berisi fakta-fakta yang terjadi di dalam suatu tindak pidana (delik) beserta 

aturan-aturan hukum yang telah dilanggar. Penuntut Umum harus teliti 

serta cermat dalam membuat isi surat dakwaan tersebut dimana harus 

memenuhi syarat formil dan materiil surat dakwaan tersebut sesuai dengan 

yang telah disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Dalam hal ini, 

dikarenakan putusan Hakim di dalam perkara pidana dibatasi dengan apa 

yang telah dibuat atau tercantum di dalam surat dakwaan yang didakwakan 

oleh Jaksa Penuntut Umum.10 

  Pada hakikatnya, surat dakwaan mempunyai fungsi sebagai dasar 

pemeriksaan Hakim di dalam pengadilan. Surat dakwaan tidak mempunyai 

pengertian tersendiri di dalam KUHAP, namun memiliki peranan yang 

sangat penting untuk Hakim menjatuhkan putusannya. Menurut Djoko 

 
10 Yagie Sagita Putra, “Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana 

Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana”, University of Bengkulu 
Law Journal, (April 2017), hlm. 15. 
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Prakoso dalam kutipan nya, dakwaan diartikan sebagai dasar hukum acara 

pidana dikarenakan bahwa berdasarkan surat dakwaan itu pula 

pemeriksaan di dalam persidangan akan dilakukan. Hakim di dalam 

putusan nya harus didasarkan pada dakwaan.11 

  Namun dalam penerapan nya, banyak putusan dalam perkara 

pidana yang diputus oleh Hakim diluar dakwaan dan/atau diluar tuntutan 

yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana hal tersebut berawal dari 

adanya penafsiran  yang berbeda dalam menganalisa perkara, baik di 

dalam proses pembuktian di dalam persidangan hingga penerapan pasal 

yang akan diterapkan pada terdakwa. Seperti di dalam Putusan Nomor 

169/Pid.Sus/2021/PN Lht, Hakim dalam menjatuhkan putusan nya diluar 

dari dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dimana pada 

putusan tersebut Penuntut Umum mendakwakan Dakwaan Alternatif 

Kesatu Pasal 114 ayat (1) atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun Hakim menjatuhkan 

putusan dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal itu beberapa putusan 

Mahkamah Agung disebut dengan istilah Ultra Petita, dimana Hakim 

dalam menjatuhkan putusan nya diluar dari tuntutan jaksa atau 

memutuskan melebihi dari apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. 

Namun hal tersebut tentu saja menyimpang dari penerapan Pasal 191 ayat 

 
11 Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, “Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan 

Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum”, Justitia Jurnal Hukum, (April 2018), hlm. 130-
136. 
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(1) KUHAP dimana jika perbuatan terdakwa tidak sesuai atau tidak 

terbukti dengan apa yang telah didakwakan, maka terdakwa akan diputus 

bebas. 12 

  Maka dalam penulisan skripsi ini terkait dengan permasalahan 

tersebut, penulis membahas sekaligus menganalisis mengenai penerapan 

putusan Hakim dimana bersifat Ultra Petita namun di samping hal  itu, 

putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dimana 

musyawarah Hakim harus didasarkan pada surat dakwaan, serta dalam hal 

ini terkait dengan perkara perkara lainnya mengenai Narkotika dimana 

seringkali menggunakan dakwaan tunggal atau dakwaan lainnya, dan 

apabila tidak sesuai atau tidak terbukti secara sah melanggar dakwaan 

tersebut, maka terdakwa dapat dikatakan bebas. Oleh karena itu, penulis 

mengangkat permasalahan tersebut dengan judul Ratio Decidendi Hakim 

Dalam Memutus Perkara Yang Bersifat Ultra Petita Dalam Putusan 

Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lht.  

 

 

 

 
12 Putra, Penerapan Prinsip Ultra Petita, hlm. 15-16. 
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B. Rumusan Masalah 

   Adapun rumusan masalah yang dibahas sesuai dengan latar 

belakang yang telah diuraikan, maka dalam penulisan skripsi ini terdapat 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah Yang Menjadi Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus 

Perkara Yang Bersifat Ultra Petita Tindak Pidana Narkotika Pada 

Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lht? 

2. Bagaimana Pembuktian Hakim Memutus Tindak Pidana Narkotika 

Pada Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lht? 

C. Tujuan Penelitian 

  Tujuan dari penelitian setelah ditemukan nya rumusan masalah, 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Ratio Decidendi Hakim dalam 

memutus perkara yang bersifat Ultra Petita tindak pidana narkotika 

pada Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lht. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian Hakim memutus 

tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor 169/Pid.Sus/202/PN 

Lht. 
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D. Manfaat Penelitian 

  Dalam penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

berupa ilmu pengetahuan yang terkait di dalam penelitian hukum ini serta 

berguna bagi penelitian berikutnya. Sehingga dapat dikembangkan 

manfaat penelitian ini antara lain : 

1.  Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan pembaharuan dari ilmu hukum pidana itu sendiri 

yang berkaitan dengan penelitian. 

b. Diharapkan dapat menjadi literatur dan sumber yang dapat 

dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang di teliti 

dengan tetap memperhatikan sumber yang terkait dengan 

penelitian. 

b. Dapat bermanfaat untuk memecahkan masalah yang akan dihadapi 

 seiring dengan perkembangan nya ilmu hukum pidana. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

  Ruang lingkup dalam pembahasan penelitian ini dibatasi pada 

Kebebasan Hakim dalam memutus perkara sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penerapan 

Ultra Petita Hakim dalam memutuskan perkara dengan Nomor Putusan 

169/Pid.Sus/2021/PN Lht. 

F. Kerangka Teori 

   Adapun dalam menjawab permasalahan yang diteliti, maka 

diharuskan untuk menggunakan teori yang berhubungan dengan penelitian 

ini. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1.  Teori Ratio Decidendi 

 Teori ini didasarkan pada landasan filsafat mendasar dimana 

mempertimbangkan dalam segala aspek yang berkaitan dengan pokok 

perkara yang disengketakan dengan mencari peraturan perundang-

undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum 

untuk menjatuhkan putusan. Dalam teori ini, tentunya harus 

memperhatikan motivasi yang jelas dengan tujuan menegakkan 

hukum serta memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara. 

 Landasan filsafat merupakan suatu bagian dari setiap 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara yang 

dihadapi nya, dimana dalam hal ini biasanya berkaitan dengan hati 

nurani serta rasa keadilan yang terdapat di dalam diri pribadi seorang 
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Hakim agar putusan nya dapat memberikan rasa keadilan yang tidak 

harus bergantung pada keadilan yang bersifat formal, namun juga 

bersifat substantif, dengan tetap mempertimbangkan segala aspek 

yang berkaitan dengan pokok perkara yang bersengketa, seperti dalam 

aspek pendidikan, kemanusiaan atau kebermanfaatan, penegakan 

hukum, kepastian hukum, dan lainnya.  

 Peraturan perundang-undangan merupakan dasar seorang Hakim 

dalam memutuskan perkara yang diadilinya, namun bukan berarti 

Hakim akan selalu bercondong pada peraturan tersebut, hanya saja hal 

tersebut merupakan pedoman bagi Hakim dalam menjatuhkan 

putusan. Maka dalam hal ini dapat ditarik banyak hal bahwa dalam 

memutuskan perkara, putusan Hakim akan selalu mengandung 

pertimbangan mengenai pokok perkara tersebut yang dikenal dengan 

istilah Ratio Decidendi, yang berarti bahwa pertimbangan atau alasan 

yang secara langsung mengenai pokok perkara, yakni kaidah hukum 

yang merupakan dasar putusan inilah yang mengikat pada para pihak 

yang bersengketa.13 

 Teori Ratio Decidendi dikenal juga dengan istilah pertimbangan 

Hakim. Dimana Rusli Muhammad menyebutkan bahwa pertimbangan 

Hakim dibedakan menjadi dua kategori yakni pertimbangan yuridis 

dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis diartikan bahwa 

 
13 M. Nurdin, “Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Dibawah Sanksi Minimum Dalam 

Penyalahgunaan Narkotika”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, (Januari 2019), hlm. 277. 
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pertimbangan Hakim didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang telah 

diungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan 

sebagai hal yang dimuat dalam putusan. Sedangkan pertimbangan 

non-yuridis merupakan pertimbangan yang dapat dilihat dari sebuah 

latar belakang, akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi dari terdakwa, 

serta agama terdakwa.14 

2.  Teori Pembuktian15 

  Dalam hukum acara pidana, pembuktian dilakukan demi 

kepentingan seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana, 

dimana yang dibuktikan dalam persidangan adalah kejadian yang 

konkret, bukan suatu yang abstrak. Pembuktian dilakukan atas dasar 

bahwa meskipun tidak melihat kejadian sesungguhnya, Hakim dapat 

memikirkan menggunakan mata kepala sendiri kejadian tersebut, 

sehingga dapat memperoleh keyakinan mengenai kejadian. Di dalam 

teori pembuktian ini, terdapat beberapa sistem teori pembuktian yakni: 

a. Sistem Keyakinan Belaka  

 Dalam sistem ini, hakim dianggap cukup mampu 

mendasarkan terbukti nya suatu perkara atas keyakinan belaka 

dengan tidak terikat pada suatu peraturan perundang-undangan. 

Sistem ini berkaitan dan mencari pada dasar putusan Hakim 

 
14 Deti Rahmawati, I Ketut Siregig, dan Zainudin, “Pertimbangan Hakim Dalam 

Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, Widya Yuridika: 
Jurnal Hukum, (Juni 2021), hlm. 210. 

15 Syarifuddin Pettanase dan Sri Sulastri, Hukum Acara Pidana, (Palembang: Universitas 
Sriwijaya, 2018), hlm. 185-189. 
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dengan keyakinan nya dan perasaan semata mata, dimana dengan 

kedua hal tersebut Hakim dapat menentukan bahwa suatu perkara 

dapat terbukti atau tidak. 

 Namun kendati demikian, terdapat keberatan dalam sistem 

ini yakni di dalam nya terkandung kepercayaan yang besar 

terhadap ketepatan kesan-kesan pribadi Hakim. Sistem ini tidak 

dapat diketahui nya pertimbangan Hakim yang menjurus ke arah 

terbit nya suatu putusan sehingga pada era sekarang sistem ini 

tidak dapat digunakan lagi di Indonesia. 

b. Sistem Peraturan Perundang-Undangan Yang Positif (Positief 

Wettelijk) 

 Dalam sistem ini, Undang-Undang menentukan alat bukti 

yang dapat dipergunakan oleh Hakim, cara bagaimana Hakim 

dapat mempergunakannya, asal alat terbukti tersebut telah 

ditentukan oleh Undang-Undang, maka Hakim berwenang dalam 

menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara, walau demikian 

adanya ketidakyakinan Hakim dalam perkara tersebut. 

 Sistem ini juga merumuskan bahwa setiap putusan selalu 

bergantung pada Undang-Undang, namun dalam sistem ini dapat 

menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pribadi Hakim, 

dimana tidak mencerminkan kehendak masyarakat yang 

dicerminkan pada diri seorang Hakim, maka sistem ini tidak dapat 
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dipakai di Indonesia karena akan menggoyahkan kehidupan 

hukum. 

c. Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Yang Negatif 

(Negatief Wettelijk) 

 Dalam teori menjelaskan bahwa Hakim dalam menjatuhkan 

pidana terhadap seseorang harus sedikit-dikitnya mempunyai 2 

(dua) alat bukti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang 

serta sesuai dengan keyakinan Hakim yang didapat dari alat bukti 

tersebut. Jika merujuk pada Pasal 183 KUHAP, itu berarti 

KUHAP memakai teori pembuktian menurut Undang-Undang 

negatif ini.  

 Terdapat kesimpulan bahwa Hakim dalam menyatakan 

seseorang bersalah harus dipenuhi dengan syarat syarat bukti 

Undang-Undang dan ditambah dengan keyakinan hakim dalam 

kesalahan terdakwa. Dengan demikian, Hakim dalam 

menjatuhkan putusan telah cukup bukti namun tidak terdapat 

keyakinan, ataupun jika jika bukti tidak cukup namun hakim telah 

yakin, maka Hakim belum dapat menjatuhkan pidana terhadap 

terdakwa. 

d. Sistem Pembuktian Bebas (Vrije Bewijstheorie) 

 Menurut teori ini, Hakim dalam memakai dan menyebutkan 

alasan-alasan dalam mengambil keputusan sama sekali tidak 

terikat pada penyebutan alat-alat bukti yang termaktub di dalam 
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Undang-Undang, melainkan Hakim bebas diperkenankan 

memakai alat bukti yang lainnya, dengan ketentuan bahwa tetap 

berlandaskan pada alasan-alasan yang tetap menurut logika.  

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian hukum merupakan sarana pokok di dalam 

pengembangan suatu ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sehingga, 

penelitian sendiri bertujuan untuk memperoleh informasi, data, dan 

keterangan yang terkait dengan pemahaman dan/atau pengujian dalam 

cabang ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang telah diatur dalam 

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan.16 

Penelitian Hukum merupakan suatu proses dimana bertujuan 

untuk menemukan aturan hukum, asas, prinsip hukum serta doktrin di 

dalam hukum dengan tujuan untuk menjawab persoalan hukum yang akan 

dihadapi.17 

1.  Jenis Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dibuat, penelitian 

hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian 

normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji merupakan 

penelitian yang dilakukan dengan mengambil data hanya data 

 
16 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 

hlm. 3. 
17 Ibid., hlm. 15. 
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sekunder yang berasal dari bahan kepustakaan.18 Dalam hal ini pada 

dasarnya penelitian normatif tidak memerlukan data karena akan 

menganalisis ilmiah terhadap bahan hukum, namuan tetap akan bisa 

menganalisis dengan ketentuan meneliti ilmu ilmu lain yakni ilmu 

hukum empiris dengan meneliti cara kerja ilmiah dan berpikir secara 

yuridis.19 

2.  Pendekatan Penelitian 

Di dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan 

yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan hukum 

yang akan dihadapi. Dalam hal ini pendekatan yang digunakan di 

dalam penelitian ini meliputi : 20 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

 Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-

Undang serta regulasi yang terkait dengan berhubungan dengan 

isu hukum yang akan dihadapi. Pendekatan ini juga dilakukan 

dengan maksud untuk menelaah adakah kesesuaian dan 

konsistensi antara Undang-Undang satu dengan Undang-Undang 

lainnya, Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, serta 

Undang-Undang dengan regulasi Undang-Undang lainnya yang 

mana dari telah tersebut akan menghasilkan argumen untuk 

memecahkan suatu masalah. 

 
18 Ibid., hlm. 47. 
19 Ibid., hlm. 54. 
20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet 5, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 133. 
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b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

 Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan 

dengan menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan isu-isu 

hukum yang tengah dihadapi dimana telah menjadi putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht). Di 

dalam pendekatan ini, yang menjadi topik pokok atau kajian 

pokok yakni Ratio Decidendi atau Reasoning. Dalam penelitian 

ini pendekatan kasus digunakan dalam Putusan Nomor 

169/Pid.Sus/2021/PN Lht.  

3.  Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Penelitian ini memerlukan sumber-sumber bahan penelitian yang 

menggunakan bahan hukum sekunder, dimana Bahan Hukum Sekunder 

(secondary resource) merupakan sumber hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer.21 Dimana di dalam bahan 

hukum sekunder itu terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 

bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai 

otoritas.22 Dengan pengertian lain bahwa bahan hukum primer 

adalah bahan hukum yang mengikat.23 Bahan hukum primer 

terdiri atas perundang-undangan, catatan catatan resmi atau 
 

21 Rahman Amin, Pengantar Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm.  
62. 

22 Marzuki, Metode Penelitian Hukum, hlm. 181. 
23 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, hlm. 60. 
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risalah dalam pembuatan Undang-Undang, dan putusan hakim 

yang berkekuatan hukum tetap.24 Adapun bahan hukum primer 

yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana. 

2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 

tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban 

Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga 

Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. 

5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar 

Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 

6) Putusan Pengadilan Negeri Lahat Dengan Nomor Putusan 

169/Pid.Sus/2021/PN Lht. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang 

memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum 

primer, hasil hasil penelitian yang terdapat di dalam jurnal serta 

 
24 Marzuki, Metode Penelitian Hukum, hlm. 181. 
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majalah, atau pendapat pakar hukum yang sesuai dengan bidang 

hukum itu sendiri. Dalam hal lainnya, Peter Mahmud menjelaskan 

bahwa bahan hukum sekunder berupa publikasi hukum yang 

terdiri dari buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, serta 

komentar atas putusan pengadilan.25  

c. Bahan Hukum Tersier 

 Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan 

petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan juga 

bahan hukum sekunder, yang terdiri atas kamus hukum dan 

bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.26 

4.  Teknik Pengumpulan Bahan 

Berdasarkan metode pendekatan yang dipakai di dalam 

penelitian ini, pengumpulan bahan hukum ini didapat atau diperoleh 

dari bahan hukum yang sesuai serta berkaitan dengan penelitian 

hukum ini, dan penulis menggunakan pengumpulan bahan berupa 

studi kepustakaan yang terdiri atas buku-buku, publikasi hukum 

berupa jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan hakim, 

dokumen resmi, dan hasil penelitian. Dalam pengumpulan bahan juga 

disandingkan dengan wawancara narasumber yang terkait dengan 

penelitian serta ahli di bidang hukum.27 

 

 
25 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, hlm. 61-62. 
26 Ibid., hlm. 62. 
27 Ibid., hlm. 64. 
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5.  Teknik Analisis Bahan 

Berdasarkan penelitian yang dibuat oleh penulis, analisis bahan 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

analitis. Metode ini merupakan metode dimana data-data yang akan 

diperoleh atau telah diperoleh di lapangan akan dipilah untuk 

dianalisis serta dipaparkan dalam bentuk uraian dimana akan 

memberikan gambaran mengenai fenomena yang terjadi. Dalam hal 

ini, dari analisis tersebut maka akan dapat diambil sebuah 

kesimpulan.28 Metode ini juga merupakan metode yang dimana apa 

yang akan dinyatakan oleh responden baik tertulis maupun melalui 

lisan dan juga perilaku yang diteliti dan dipelajari sebagai sebuah 

tujuan yang utuh.29   

6.  Teknik Penarikan Kesimpulan 

Adapun dalam teknik penarikan kesimpulan yang digunakan di 

dalam penelitian ini menggunakan penarik kesimpulan dengan metode 

penyimpulan deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif merupakan 

penarikan kesimpulan yang akan menarik kesimpulan dari suatu 

permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalah konkrit yang 

tengah dihadapi.30 

 

 
28 Daud Rismana dan Hariyanto, “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan 

Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, (Desember 
2021), hlm. 594. 

29 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 
Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 13. 

30 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, hlm. 71. 
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